FENDEKATAN FEMINIS:
SEBUAH PARADIGMA BARU DALAM KAJIAN FIQH
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Oleh: Saifuddin

Pendahuluan
Dengan amalan sepintas saja,
tanpa harus melalui penelitian yang
seksama, setiap pengamat masalah-
masalah perempuan dan
keperempuanan dapat melihat, bahwa
perempuan sepanjang sejarah
peradaban manusia hanva i
ran sosial ekonomi, apalagi politik
ecil sekali posisinya kalau
dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini
tl::t:l:nungkinkan kerena adanya talanan
ngunan vang tim aitu tatanan
nilai dimana pria ditem pikan sebagai
pihak superior (kuat) diharapkan
g:rempuan ang inperior (lemah).
rabad—ahadytata:mn ini cukup mapan
dan dianggap sebagai suatu yang
alamiah, bahkan oleh kaum perempuan

sendiri.

Tak pelak bangunan yang demikian
ini juga mempengaruhi sebagian
pemikiran kaum muslimin dalam
memberikan pertimbangan pemahaman
teks-teks agama yvang melahirkan
pemahan (figh) vang fl’dugu berbias
ﬁindar. Walaupun tidak semua figh

pat dikatakan demikian.

FIQH DAN KITAB FIQH
I Karakter Figh: Berubah dan
Berkembang

Dari kaca mata ushul figh, dapat
kita lihat, bahwa ajaran (hukum) Islam
ada yang bersifat qoth'i dan ada yang
bersifat dhanni. Ajaran Islam yang
bersifat qoth'i inEﬂh ajaran yang
ditegaskan secara langsung dan jelas
oleh nash al-Cur'an dan !—Lacﬁts, ia harus
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diterima apa adnn{:, tidak boleh
ditambah dan tidak boleh dikurangi,
serta berlaku untuk semua kondisi dan
situasi. Dalam hal ini ijtihad tidak
berlaku padanya.

Ajaran yang bersifat qoth'i inilah
yang dikenal dengan sebulan *syariat",
dan lazim pula disebut "ma wlima
minaddin bidldlarural”, atan disebut juga
sebagai hukum yang bersifat "tsabat”
(tetap), yaitu hukum Islam sebagai
wahyu yang diturunkan Allah. (Satria
Efendi, 199%1 23).

Sednnikan hukum Islam yan
bersifat dhanni, ialah vang tidaE
ditegaskan langsung oleh nash al-
Qur'an dan al-1adils. fi baru diketahui
setelah digali oleh mujtahid. Kelompok
ini dﬂumaq dengan sebutan "Figh" vang
lazim juga disebut “Hukum Dhanni
ljtthadi him Husen, 1987: 7), vang
sifatnya dinamis, tidak kaku dalam
berbagai situasi dan kondisi sosial

Figh statusnya dhanni,
penempann{a harus sesuai dengan
situasi dan kondisi, sejalan dengan
tuntutan zaman dan kemaslahatan.
Disinilah ijtihad mempermainkan
perannva.

Dhanni artinya, kebenarannya
tidak mutlak, ia benar, tetapi
mengandung kemungkinan salah. Atau
kebalikannya, ia salah, namun
mengandung kemungkinan benar.
Hanya saja porsi benarannya
menurut mujtahid lyim bersangkutan,
karena dianggap lebih dominan dan
rajih (kuat).

Karena figh hasil ijtihad, maka hal




ini akan memberikan konsekuensi
perbedaan pendapat. Perbedaan ini

:mfalruh! oleh d:jmdzh;ub ]E;ta pikir,
ologi yang dipakai), oleh kondisi
sosial dimana seseorang mujtahid itu
berada, serta dipengaruhi oleh
kapasitas dan kualitas ketelitian
mujtahid itu sendiri. Bahkan dalam
kenyataan sejarah hukum Islam
menunjukkan, bahwa tidak jaran
seorang mujtahid mengubah hasi
tihad sebelumnya, karena melihat
il/ data-data yang lebih kuat, atau
karena perbedaan situasi dan kondisi
ang berkembang. Oleh karena itu
FIQH" selalu dituntut aktual dan
kontekstual. Figih mengandun
ini sesuai vang terkenal
i hukum Islam, "Bahwa
hukum (figh) Islam itu berubah
disebabkan karena berubahnya tempat
dan masa".

IL Kitab Figh

Kesimpulan hasil ijtihad yang
dinamakan figh itu, disusun secara
sistematis, yang dibukukan menurut
bab dan pasal yang membicarakan
masalah-masalah tertentu, jadilah
sebuah kitab figh yang kemudian
disebarluaskan dalam masyarakat la
dijadikan sebagai oman hukum
yang mengatur iﬂ;;il“alm (pikiran

manusia). Sebagai r:ngtlalmun.
figh terbuka untuk dikritik dan

dievaluasi.

Kenyataan tersebut di atas selalu
dijadikan persoalan dalam proses
sosialisasi (buku-kitab) figh, bukan saj
menyangkut eksistensi hukum {f:;ﬁﬂ}
tersebut, tetapi sering menjadi aj

batan dﬁmhngan ulama’ a
hal relevansi maupun aktualisasi
hukum (figh) itu sendiri, terutama bila
dikaitkan dengan keadaan tempat

(iokasi) maupun zaman (temporer). Di
sini sebenarnya terjadi siklus dan
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interaksi antara fagih, figh dan situasi
memelihara

sosial. Untuk menjaga dan
figh, memerlukan peny disebut
"FAQIH" atau " m uniuk
menjaga status dirinya a fugaha
harus senantiasa meningkatkan SDM-
nya nthhtipmﬁmghmm?:qu keilmuan
demi jaga aktualisasi figh jadi
tetap mﬁmmd B e
Apabila faktor kitab figh ini dapat

dibenahi secara sitematis, menjadi figh

vang berspektif gender, maka

manusia-Indonesia akan

uga berspektif keadilan gender, dan

sikap dan a

sehari-hari, baik diruang domistik
maupun

MENCARI PARADIGMA YANG
TEPAT DALAM MEPOSISIKAN
WANITA DALAM KAJIAN 15-
LAM
Dalam dasawarsa terakhir ini
terjadi transformaasi ke arah
Eningkatun peran wanita dalam
rbagai sektor kehidupan. Hal ini
berkﬂflan kuat dengan gerakan-
rakan sistematis yang dilakukan oleh
langan feminis, yang mampu
mem i lik dan
mem negara di be dunia..
neh:’::wnhhklmihl.luqx semua
program yang dilakukan tid, l{lJmt
mengkmi:‘kann}ra deng;;a:u ID
mwgadihrﬂhpuﬂﬁkpmkﬁs,
posisi wanita sudah semakin
diperhitungkan.
Transformasi ran wanita
i ditandai g:n an
mbangkannya caracara ir
baru tentang hu {mhﬂi}?lllli‘a—
wanita dengan melakukan kritik
terhadap tatanan budaya, struktur
;nniaL nllj;inkg dan ekonomi yang
ianggap ai ciptaan kaum pria.
Gleh?nhngm feminis, duninpﬁi

dianggap dunianya pria, dan segala

tersebut
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sesuatunya ditentukan oleh pria.
Sementara wanita, sejak dari dalam
keluarga, sudah berada dalam isi
e S e
i Anita a un
E;emn domistik, sedangkan laki-laki
bisa secara leluasa atau bebas. Singkat
kata, wanita (seakan-akan) tidak
merasa atau tidak memiliki ya
sendiri. Sehingga oleh karenanya, perlu
terus diperjuangkan untuk
mengubahnya menjadi setara. Suatu
perjuangan ide logis kearah

pem yaan kaum
wanita (Laode Ida, JP. 21 Desember
1996).

Dalam rangka memper akan
kebesan (yang positif) mmn
gender, tentunya diperlukan sebuah

aradigma yang mengantarkannya
perj r yang tidak
o St o e
h ’{v:ﬁl&it- ah
Figh se tahuan yan
di ru;lﬂ! melganluipe:‘kgteiﬁtas ijt?irhag
sebagaiman disebutkan di atas adalah
bersifat dhanni, artinya masih
memungkinkan dikaji ulang dan
I:Iii:ritki.?(arem igh dikonstruksi oleh
fagih, kondisi sosial dan metodolo
vang digunakan, kebenarannya ad
e T
critic icetus
Pmﬁml.h{mmtmﬁ
itis ini, ilmu tahuan (termasuk
figh) tidaklah bebas nilai, melainkan

dipengaruhi oleh kepentingan,
m@nﬁm&n dan konteks si pembuat
u pengetahuan tersebut (Aqli
Munawar, 1: 145),
A Hegudnrkm ar teori kritis,
apat di asumsikan a kajian para
figh terhadap al-Qur'an deiL
Hadits yang melahirkan kesimpulan
figh (buku th}, tidaklah bebas nilai,
ﬂelainkan dip:ﬂf:;:hie thEh
pentingan, pen . ketelitian,
metodologi pendekatan yang dipakai
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dan konteks kehidupan para ahli figh
itu sendiri.
Menurut Karl Mannheim (1952: 14),
seorang pendiri sosiologi ilmu
pengetahuan, berpendapal, bahwa
yang dapat mengklaim bahwa
validitasnya tak terbatas oleh waktu.
Ini berarti bahwa sistem konsep dan
sistem nilai dapat berubah karena
perubahan situasi dan kondisi.

Berdasarkan Mannheim,
dapat diketahui Eahwa figh yang
diproses melalui kajian al-Qur'an dan
al-Hadits, khususnya tentang
perempuan, di i oleh keadaan
ajaran sosial pada masa dilakukannya
pengkajian tersebut. Figh (baik se i
suatu ilmu atan hukum) yang diproduk
atau dikonstruksi para ahli figh
beberapa abad yang lalu, mungkin
relevan bagi orang-orang vang hﬁiu
pada saat itu, Namun mesti tida
relevan dengan Indonesia sekarang.
Oleh ka kajian figh yang sesuai
dengan konteks Indonesia diperlukan
untuk memelihara relevansi ajaran Is-
lam konteks Indonesia se
ind {%ﬂa Munawar, 2001: 146).

hal itu dapat jud, maka
[slam yang sering disalah i aleh
sebagian orang, akan kelihatan ruh
aslinya sebagai "Agama Keadilan"
sesuai dengan fugas hujuan a
menciptnE::t dunia yvang adil. Ini
adalah sisi lain yang mendasar tentang
bagaimana kita dapat memposisikan
figh secara tepat, menjadi penafsir Is-
lam yang demokratis, yang mengarah
pada terbentuknya relasi yang adil
antara laki-laki dan puan(?umli
Pemikiran Islam Tentan
Pemberdayaan Perempuan, PF
Muslimat NU, Maret 2000, hal 75).

Sehubungan dengan hal di atas,
sosiologi ilmu pengetahuan feminis
mencoba untuk membentuk ilmu
pengetahuan  dari  perspektif
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gelamana kaum wanita. Dorothy

mith, seor feminis Stu‘;n:n pi?li]nt
berpenda a 505i i u
'z:.:n lainnya telah dibentuk

rdasarkan pengalaman dan
hubungan kaum Eﬂria, dan telah
dianggap sebagai "w " kaum pria,
sehi tidak ada ruang yang lersisa
untuk memperhatikan pengalaman
hidup kaum wanita. Akibatnya, ketika
kaum wanita berkecimpung dalam
pembuatan ilmu pengetahuan, tidak
seperti kaum pria, mereka menghadapi
rmasalahan  praktis  seperti
Egﬂmm cara mengatur karir dan
nn:k—anak, bagaimana supaya
erjaan rumah tangga supaya
l:mllejuukam supaya w herinrir
dapat :hkmrdnmi{m dengan waktu
men rmumnh tangga.i:ﬂuulnh
tersebut diangga dan tak
terlihat oleh kaum 1 xiﬁamn yang
menjadi subyek ilmu pengetahua

hanyalah kaum pria (Aqil Munawar,
M{ 147).

Untuk mengimbangi sosiologi
yang berbias pria, diperlukan
ian subyek utama, ini karena

um wanita dan pria hidup dalam
situasi yang sama, yang pada saat
bersamaan, mmu?ém kaum pria
da posisi su r dan
e
rendah). Untuk menghindari hal
tersebut perlu dicoba menggunakan
metodologi feminisme. Metodologi
feminisme telah mengembangkan
pendekatan yang berbeda dari
metodologi lainnya. Pendekatan ini
memberikan ekatan pada kaum
wanita dan posisi mereka dalam
masyarakat serta i a
dengan penekanan kaum pria pada

metodologi lainn

Dalam metuj’:logl ini diharapkan
kaum wanita menjadi peneliti
utamanya, karena hanya wanitalah

yang dianggap benar-benar mengerti
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kaum wanita dan solusi mereka (Ibid).

Nah, berdasarkan sosiologi
pengetahuan  feminis, dapat
disampaikan bahwa reinterpretasi
ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits dan
pengalam perspektif hidup wanita
Eﬁlﬂl‘n}'ﬂ

akan mengimbangi knr:n
yang  dilakukan  berdasarkan

hidup kaum pri i
ammhﬂmm b e e
gender.

Hanya saja lu dicatat di

g saja yang per

1. Orang akan mﬂE konstruksi
atau mej:emkfmmﬁufq
itu, harus betul-betul orang/
sekelompok orang yang telah
memilki E:I)tem untuk itu. Jadi tidak
asal orang  yang  dapat
meruiunulisuik:n sesuatu, lalu
otomatis ia berhak mengklaim diri
sebagai boleh ijtihad.

2. Harus mempunyai otoritas ilmi a.h
fighiyah, sehingga tidak terjebak
E;;:l‘a penghujatan figh, yang

ungkinan terseret kepada

ujatan syari'ah.

3 mﬂrl‘m mri kritis. Mengi ngat
rakan feminis itu datang dari
ral, tentunya kita harus selektif

dan kritis, terutama ketika
menggunakan pendekatan-
pendekatan yang dijadikan dasar

iki feminis tersebut.

4. Reinterpretasi, rekonstruksi dan

konstruksi yang akan dilakukan,
haruslah hrmgnfatdadnint tidaklah
bermaksud untuk menciptakan
ketidak « adilan baru, atau

menempatkan isi wanita lebih
inggi pria, melainkan
E‘tﬁmﬁ kesetaraan relasi

gender antara pria dan wanita

MEMBANGUN FIQH BERKE-
ADILAN GENDER

Islam bahwa laki-laki
dan perempuan diciptakan Allah swt.

Al-‘Adalah vol 5, No. 2, Agustus 2002:9-16



dalam derajat , oleh karena
itu hubunga m dan perempuan
adalah huhunia.n kesetaraan, tidak
boleh terjadi ketidakadilan dalam
hubungan tersebut, dan keduanya
mempunyai hal vang sama dalam
menentukan massa depan bersama.
Karena [slam telah menekankan spirit
keadilan dan keseim (tawazun
dalam berbagai aspek kehidu
Ternyata secara empirik dalam
kajian figh (kitab-kitab figh), ditemukan
beberapa kajian yang dipandang bias
ender, yang dipandang cen nll-nlj
Eurang adil terhadap perempuan.
ini dipandang sebagai taan yang
menyimpang dari spirit Islam yan
menekankan pada keadilan. Sﬂum
kajian, diskusi, seminar digelar
dimana-mana untuk menjawab
mengapa terjadi ketidak adilan
terhadap perempuan? Sungguh
mencengangkan sekaligus menarik
ketika bahwa "agama" telah
terlibat dalam arus besar budaya yang
tidak bersikap adil terhadap
perempuan. Tanpa disadari pula,
ternyata telah terjadi tarik menarik
{:ng sulit dipisahkan antara sistem
daya dan "agama" yang memberikan
kekualan besar bagi terciptanya
subordinasi dan ketertindasan kaum
perempuan tersebut. Ketidakadilan ini,
terutama berkaiatan dengan persoalan
relasi laki-laki dan perempuan
ditengah-tengah geriumulan hidup
dan kehidupan, baik dalam ruang
domistik mdit:lpkl_;n publik. Ada
kesenjan timpangan antara
identitnsgtlnm realitas sosial. Ketika
identitas memberikan peran dan
aktualisasi atas hak-hak dasar kaum
rempuan seperti diberikannya
pada kaum laki-laki, realitas sosial
justru membatasi dan membelnggunva.
Kesenja seperti ini tentunya perlu
dihilangian melalui upaya-upaya
intelektual yang kritis dan menerobos
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terhadap teks-teks keagamaan yvang
dijadikan pedoman. vang
populer kila gerlu melakukan
reinterpretasi  dan  rekonstruksi
terhadap pembangunan pemikiran
keagamaan {ﬁqh} dalam konteks sosial
sekarang (Husen Muhammad, 2001 :

xxi\r)l:
erdapat ti?a bidang masalah yang
menjadi  halangan terciptanya
"hubungan gender” yang lebih adil,
yaitu blg y:m'f berkaiatan dengan
teologi l“% andangan  agama),
kElz;luhk}*ﬂnn persepsi masyarakat) dan

L Bidang Teologi
Tertfapat penafsiran keagamaan
terhadap ayat atau hadits yang tidak
sesuai dengan prinsip l:.udiim gender,
sebaliknya malah bias laki-laki.
Sejumlah besar ulama' memandan
bahwa laki-laki memang menempa
misi superioritas atas perempuan.
i-laki lebih dari perempuan.
Kesimpulan ini dihubungkan dengan
OS. An-Nisa' ayat 34. Dan hadﬂar"‘?.un
Yaftiha Qawmun Wallau Amarahum
Imtra'atan"”.
Tokoh-tokoh utama yang menjadi
nutan kaum muslimin diseluruh
unia, seperti Imam Malik, Imam
Syafi'i, Imam Ahmad dan Al-Mawardi,
ketika membicarakan kekuasaan
kehakiman - sebuah kekuasaan dalam
wilayah publik- mereka
mempersyaratkan jenis kelamin laki-
laki untuk jabatan ini. Menurut mereka
kekuasaan kehakiman diperlukan
kecerdasan prima. Kreteria ini
hanya dimiliki laki-laki. Sementara
i t kecerdasan dan intelektualitas
puan, dibawah kecerdasan laki-
i (Ibid, hal. 10). Dan laki-laki berada
diwilayah publik, sementara
perempuan diwilayah domistik.
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ll. Di Bidang Kebudayaan
Terdapat apa F}rnn disebut
kebudayaan  patriarki,  yaitu
kebudayaan yang menempatkan peran
laki-laki melakukan msaja dan
menentukan apa saja, disadari atau
tidak. Sebaliknya kaum perempuan
berada pada pada isi subordinat
akni qudukd_ pada l-m]:ki_lialﬂ;
erempuan juga dian a lay
hermifu dii'hl']i vah ﬁ;'ﬁnlikrses{ui

d pandangan perem sebagai
i e e il i
. Hal imi a disim

ﬁri avat 33 surat al—Aizah £

IIL. D4 Ba Politik
Terdapat praktek-praktek politik
mendiskriminasikan perempuan. Di
setiap instansi formal, kehadihan
rempuan L margi Akibat
Ketidal! terwakilan %ﬁn dalam
pusat-pusat pe ian tusan itu
adalah bahwa ng-' ynnpu menjadi
perhatian perempuan ser%ng tidak
mendapatkan perhatian didalam

gerdehatan-perda batan  politik.

erempuan hanya di obyek dari
sistim politik yanguﬁzirtmg‘un secara
sepihak oleh kaum laki-laki. (5A.

Munawar. Hal. 162 ).
Dalam

mung
laki-laki dan perempuan meman

diakui sebagai memiliki hak dan
kewajiban yang sama. Akan tetapi
dalam, arti politik praktis yang
didalamnya diperlukan penﬁ;u_ ilan
keputusan yang mengikat (al-Wilaya al-
Multazamah ) mﬂlj’ﬂl’?kﬂt masyarakat
luas, seperti pengambilan keputusan
dalam pengadilan (]r&ei::ii hakim)
dalam lembaga legeslti eksekutif
atau kekuasaan besar/ publik {al-Wilaya
al-Udzma), tugas-tugas ini menurut
kebanyakan ulama tidak dapat
diperlakukan secara sama (Husen
Muahammad, ulhrl:ﬁ{d rekomendasi
konfrensi umat Is onesia (KUID)
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tentang keharusan posisi iden dan
wakpges- di jab&ﬁlehpr;:in. Dan
dilarang di jabat oleh wanita.
Demikian juga fatwa yang
dikeluarkan oleh universitas Al-gz:har
tahun 1992, misalnya menyebutkan :
"Syari'at Islam uﬂelﬁang 1;:1;!!1
perem ijabatan-jabatan
yang meliputi kekuasaan -kekuasaan
umum (publik). Yang dimaksud
kekusaan umum dalam fatwa di atas
adalah kekuasaan memutuskan/

(al-Sultanah al- Multazamah)
dalam urusan-urusan kemasyarakatan
(al4ama'ah), seperti kekusaan membuat

undang-und legeslatif), kekusaan

kehakiman mﬁ.liﬂhﬂ dan kekuasaan

melaksanakan  undang-undan

(eksekutif ) (Lajnah Fatwa bi a]-ﬁz:harE

Untuk mengatasi ketiga masala
dlﬂt':i.di perlukan upaya terus-menerus
sintek:

1. Menafsirkan ulang beberapa nuktah
dalam pemahaman ke

2. Untuk memmkehr-da e
I::l'lam-pal'um yaan

ki-laki (kebudayaan 'pnh-iz:h )

3. Untuk merombak prektek-praktek
politik yang mendis-kriminasikan
Yem:amm (5.A. Munawar, 2001;

63-164).

Ad. 1. Menafsirkan Beberapa Nuktah
Dalam Pemahaman Keagamaan
Karena adnn}r:{ rkembungair;-
perkembangan dalam masyarakat
vang menuntut :’Eﬂdihn
ender, maka penafsiran kembali
aham keagamaan yang bias laki-laki
mcméaakan keharusan yang tidak
bisa di elakkan. Dalam kaitan ini,
beberapa hal perlu dilakukan :

i Mzimigunakan pendekatan historis,
sosiologis dan a.ntmpamis untuk
memahami ayat n::]aﬁu " i
der. Penafsiran-pernafsiran duﬁ‘;
khazanah figh m{:ng bias laki-laki
hendaknya dilihat sebagai cermin
sebagai kondisi sosial tertentu yang
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"Dibuhlhkm

pada dominan Ketika kondisi
c{:n!uk:!budn}rmn berubah, dan
hmhrhntm:lphnynshtmumddm
kebuda!raan yang adil (bebas dari
diskriminasi g!m&r] muncul,

iran atas ayat dan hadist itu

uga harus mempertimbangkan
ﬁen afsiran bam sesuai kaedah-

dymgun prinsip keadilan
der serta prinsip umum Iﬂ?m-
mengenai keadilan, maita
diskriminasi atas

sisi posisi publik tidak bisa di
narkan. K¢p¢mnmp1nan
perempuan merupakan hak yang
gimili lluln:hh perempuan, serta
engan sama dimiliki
oleh laki- lllgrl.mjg'u Yﬂnﬁhh-lak:

sebagai "gawwam” dalam an-Nisa :
34 hendaknya diletakkan dalam
kunhekn hubungan domistik dalam
tidak bisa di

gu.mllmn untuk menghallmgl I:EI:
MMnyﬂdmm m

Innyad.hngup hlg;-.n
"agama" itu H.'m:li.n tetapi
memerlukan ijtihad ang
kedudukannya ;ﬂnlnhhmmluhfb dan
terganiung pada per angan
TE | F]’l;ng e bnh.E

lebih sesuai m

dan kam“hhnl:nn gender untuk
mengatasi dmkrmm&si atas
rempuan di berbain' sektor
f:': hidupan. Dengan kata lain,
nisa' yang membela habﬂlk
an lﬂln mendesak, searah

il s comotcibin

V. Ialnm I.WII telah

kumal:]l:n yang mwm

memberdayakan martabat

perempuan lewat pemberian
thasarruf atau transaksi

ekonomi. Ehl ini karena Islam sadar

tentang terpuruknya martabat
perempuan antara lain disebabkan
oleh  lemahnya kedudukan
ekonominya dalam masyarakat.
Pemberdayaan ]Jerem%eln juga
harus dimulai dari 1Erem rdayaan
ekonominya, ole karenanya
menuntut pemberian

bagi perem{ an untu

mu uk

Ad. 2. Melihat Kembali Secara Kritis

Paham-Paham Kebudayaan Yang
Bias Laki-Laki.

Hal-hal yimlu dilakukan
i P mengenai perem-puan

yang hanya layak menem t1
wﬂaﬁh domistik, sementara
laki berhak atas w:[a}rah pubh]u:
hendaknya dilihat dari hasil
sosialisasi manyaraknt yang
selama ini. P,
ini beukan sesuatu yang sifatnya
alamiah Ylnﬁ bermula dari
perbedaan iologis  antara
erempuan dan hkl—-llki.. trtapi
k sendiri oleh masyarakal.
Oleh harﬂu itu, jika keadaan

pambnEhn tidak adil

seperti ilu
:I kI;E tuhan t&h:lptm}rn
hnbungnn gmder]nmg k-hihtdil dan

ii. Perbedaan hmbgn karena

kelamin
ya.na berbeda adalah perbedun

a;lan}ra gw Th'l&lnpi pemba

tu an a perem mul:rnu
e wiln}* dom?:tikdm

beru
Mmcampurm:luklun dalam antara
perbedaan kelamin sebagai fakta

;'f;‘.';‘? e iabia Kebudaysan

iii. and.lm

yang hdﬂn layak menduduﬂiqi-
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Imamah al-'Uzmah inan
puncak: presiden, ya)
sebetulnya sudah lidak sesuai
dengan zaman dalam
masyarakat moderen. Dalam
masyarakat moderen, P’““"
huhnmmhh'pm Azza amak
Asysya‘khsymh], tetapi sudah

sesuatu yvang terlenbaga
{Ndz&m} Oleh klrenn ita yang
menjadi ke

n struktur
dan politik yang lebih

mengedepankan  aspek-aspek
feminitas atau keperempuanan
bersandar Eadn nilai-nilai kn;:ﬁ
sayang, eseimbangan dan
kedamaian (nun-ﬂulem:e] DI.'II.SI
lain: bagaimana mem
politik yang meminimalisir elr.sea
nilai-nilai maskulinitas atau kelaki-
lakian yang bersandar pada
hahrlun, dominasi dan

etat antar wila domistik
dan publik ¥

Ad.3. Merombak Praktik-Praktik
Politik Yang Mendiskri- minasikan
Perempuan

Dalam kaitan ini, hal-hal yang
dilakukan adalah:

harus
i. Mem sistem sosial dan politik
yang demokratis dan bebas dn.ri

diskriminasi Eendm-, den

bagaimana memban

t.'.
)] [b] IL.II (ldlhl:l::m jus-
(c) Kebebasan ah atau

), (€
mEdﬂﬂ‘l ). heLa} !mghmdnn
ggunaan rasan
{l,:: use of fon:e dan ei
bcrhmnm an.h (
{nfﬁmuﬂveadim}m
um  perempuan  denga
memhemrﬂfnn peluang yang le h
menduduki poulﬁmnm

penggambaran keputusan, seprerti di
DPR/MPR, organisasi-organisasi

16

mkehll.mm dan lain,
dan memngam masa]ah masalah

Idhﬂu.n fheﬁ ang
Eznmgd nya

perempuan neha orban utama
ﬁnggﬂnum kekerasan itu. Oleh
rena iti, kekerasan

mrumpm.fmmm

dalam keadaan a u.punﬂbld.lﬁ‘.i}

Untuk tulisan ind
kami cantumknn himbauan DR. f
Al di tujukan pada kaum

laki- lgﬂ.'l' lu tidak

umsanlmnmwuulun (1993:82 ) 'm

kaum sm mengapa anda melibatkan
ala

dirt m urusan wanita ?"

cengkraman tangan anda
dnn akhwat (saudara perempuan?"
Berilah rcayaan kepada mereka

untuk mengatur (fitrah) dirin

Biarkanlah mereka menyam nllz;n

Eem}'ntﬂa.n dan mmﬁl‘tﬂ serulin sesuai
Allam wab.
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